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BABIV 

PENUTUP 

KESIMPULAN 
l. 	 Menurut PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil, dan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Po'<ok Kepegawaian, 
memaparkan akan kinelja Pegawai Negeri Sipil ualam penerapannya dalam 
bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing­
masing. Terlepas daTi itu semua, bahwa dalam presedur pelayanan masyarakat 
oleh pegawai negeri sipil haruslah sesuai ketentuan undang-undang yang telah 
ditetapkan dalam instansi kedinasan masing-masing. Maka dalam 
pelayanannya kepada masyarakat oleh pegawai negeri siril tidak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan yang meng'lkibalkan kerugian pihak lain yaitu 
masyarakat. 
2. 	 Dalam bentuk tanggung jawab akan tLlgas yang telah dibebankannya, 
tennasuk dalam bidang peketjaan ataupun kehidupan pribadi pegawai negeri 
itu sendiri, adalah sebuah hal yang perlu dipikirkan kembali. Sebenarnya 
masalah pungutan liar dapat menjadi bomerang bagi dia sendiri karena tidak 
menghiraukan akan dampak yang diterimannya. Meskipun begitu sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukuman disiplin bagi 
pegawai negeri sipil yang sengaja melakukan penyimpangan khususnya dalarn 
bentuk pungutan seeara tidak sah. 
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SARAN 
I. Dengan semakin bertambahnya 	 kasus pungutan secara tidak sah dalam proses 
pelayanan oleh pegawai negeri kepada masya.:akat. Sebarusnya negara 
melakukan pembenahan yang mcnyeluruh atas masalah terso:but. Sebagai suatu 
lembaga pemerintahan yang mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan 
kebijakan, dan sebaiknya pemerintah lebih rr.emperhatikan dan memberi sanksi 
yang lebih berat apabila ada seorang pegawai negeri yang melakukan pungutan 
secara tidak sah (pungutan Jial') dalarn prosesnya melayani masyarakat 
2. Untuk 	 mengurangi kasus penyiupangan terr.adap pungutan liar, memang 
melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah melalui lembaga kepegawaian dan 
masyarakat selaku pihak yang akan menilai kinerja pegawai negeri seeara 
langsung dan melakukan pengawasan yang dalam bent'lknya dibuat badan atalJ 
lembaga tersendiri. Dan kalau memungkinkan disetiap kantor pelayanan publik 
di cantumkar, keterangan akan prosedur pengurusan dan biaya retribusi suatu 
pengurusan serta ditambahkan akan pelarangan oagi pegawai negeri sipil dan 
bagi masyarakat yang dalam melakukan prmes pengurusan tidak melalui 
prosedur yang telah ditetapkan akan mendapat hukuman sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu akan membuat pegawai 
negeri tersebut jera Jan mempersempit ruang gerak terjadinya penyimpangan 
ataupun pelanggaran. 
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